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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHPROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan
Cubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (&) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5B,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 67357);
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6.

« Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 lentang

Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6808);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomoer 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomer 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomeor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tghun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



9,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 lentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

10,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

11,

12.

13

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralkyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 MNomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Opcraional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);



15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam MNegeri
Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang ‘Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyvaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777):

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor
1114;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah Tahun 2024 (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 6320 Nomor 2023);

Z20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023
Nomor 799);



<l.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Dzerah  Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tcntang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

22.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Peranglkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
teralkhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubashan kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor
7

23.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pokok-Pelcok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 6):

Z24.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 20190
lentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor
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25.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 1 I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU  TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1

Provinsi adalah Provinsi Riau,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
N
4

Gubernur adalah Gubernur Riau.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah VANE
dibahas dan disctujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta

ditetaplkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl1.020.380.657.451 dengan

rincian sebagai berikut:

i
2.
3.

Pendapatan Daerah Rp. 10.061.898,797.594
Belanja Daerah Rp. 11.020.380.657.451
Pembiavaan Dacrah Rp. 0
Penerimaan Pembiayvaan Rp. 958.481.859.857
Pengeluaran Pembiayaan Rp. W
Pembiayaan Netto Rp. 958.481.859.857
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp. Q
TOTAL APED 11.020.380.657.451



Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I
2. Lampiran |
3. Lampiran [II
4. Lampiran IV
3. Lampiran V
6. Lampiran V]
Pelaksanaan

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut  Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang
diterima serta SKPD Pemberi Hibah:

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang
vang diterima serta SKPD Pemberi bantuan

Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat
umum yang Diterima serta SKPD Pemberian

Bantuan Keuangan; dan

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
kepada Pemerintah Kabupaten.

Pa=al £

penjabaran APBD  yang  ditetapkan dalam  Peraturan

Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan,



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 Januari 2024

BERNUR RJAU,

——

-

Diundangkan di Pﬂkanham

BERITA D H PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 1



